BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukakan tentang Pelaksanaan
Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan
Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka pada bab ini dapat diperoleh
kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan
1. Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka
Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di
Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi, tidak efektif dan tidak berjalan di karenakan
kurangnya aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap
pemberdayaan Karang Taruna, hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan
evaluasi kegiatan yang tidak dilakukan Pemerintah untuk menunjang
peningkatan kualitas dari Karang Taruna dan tidak dijalankanya
pengawasan Pemerintah Kabupaten pada pemberdayaan Karang Taruna
serta kurangnya pengetahuan dari anggota Karang Taruna akan pasal 43
ayat (3) bab x pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang

Taruna Desa Marsawa sehingga tidak berjalan pemberdayaan Karang
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Taruna pada Organisasi Karang Taruna Marsawa Hal ini terbukti dari hasil
observasi peneliti kelapangan dan wawancara yang dilakukan dengan
Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial) , Kepala Desa, Ketua
Karang Taruna, Anggota Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat.

Kendala yang dialami pada Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka
Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di
Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi, disebabkan rendahnya sumber daya manusia
pemuda terutama anggota Karang Taruna sendiri dalam pengetahuan
pemberdayaan dari karang taruna, terjadinya mis komunikasi yang terjadi
antara baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa kepada Karang
Taruna dari Kabupaten, Kecamatan hingga Karang Taruna Desa sehingga
wewenang dari pengawasan Pemerintah sesuai pasal 36 bagian ketiga pada
kewenangan Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia Nomor :
23/Huk/2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna tidak efektif bahkan
tidak berjalan dengan semestinya serta kurangnya respon baik Pemerintah
maupun Karang Taruna untuk bekerja sama dalam peningkatan kualitas
dari kesejahteraan sosial yang ada tepatnya pada masyarakat Desa

Marsawa.
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B. Saran

1. Pemerintah kabupaten, kecamatan dan Desa bersama Karang Taruna dan
masyarakat Desa Marsawa hendaknya membuat pertemuan untuk
membahas atau melaksanakan musyawarah untuk mengembangkan
organisasi di awali dengan melaksanakan tujuan dari pengawasan
Pemerintah seperti melakukan pembinaan baik sosialisasi, pelatihan,
pemantauan bahkan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna, dan
Pemerintah Kabupaten harus lebih merespon peningkatan kualitas
masyarakatnya terutama Karang Taruna agar terwujud pasal 43 ayat (3)
bab x pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna
di Desa.

2. Dalam pengawasan pemberdayaan Karang Taruna Desa Marsawa
diharapkan Pemerintah Kabupaten hingga Desa, Karang Taruna
(Kabupaten dan Kecamatan) dan masyarakat serta anggota Karang Taruna
dapat bekerjasama untuk menjalin komunikasi sehingga terciptanya
peninjauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan
sesuai pasal 36 bagian ketiga pada kewenangan Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 tentang pemberdayaan Karang

Taruna di masyarakat Desa terutama generasi muda.



